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WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 71 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

il

WALIKOTA PEEALONGAN,

bahwa wntuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaran
reklame dan uniuk dapat mendukung keindahan dan
ketertiban Kota serta mengoptimalkan sumber pendapatan,
maka perlu diatur penyelenggaraan reklame |

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalksud
pada hurul a, perlu ditctapkan dengan Peraturan Walikoty
Pekalomgan;

Pasal 18 avat (5] Undang - Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Dacrabh Daerah  Kota Besar  dalam
lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa
Baral dan Daernh Istimewa Jogjakarta, srhagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 temtang Pembentukan Kota = Kota Besar dan
Kota - Kota Ketjil di Djawa [ Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Momor 40, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 551 §;

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 eniang

Pemerintahan  Daerah  [Lembaran  MNegamm  Republik
Indomesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Iadonesia Nomaor 3437), schagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
Undang Nomer 12 Tahwn 2008 tenang Perubahan Kedua
Atns Undang - Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah | Lembaran  Negara Republik
Indonesin Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4844 |,

Peraturann Pemerininh Nomor 21 Tahun 198 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat Il
Pekalongan, Kabupaten Dacrah Tingkat 1l Pekalongan dan







25,

Reklame Suara adalah  reklame yvang  diselenggarakan  dengan
mengrunakan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat
atau pesawal apapun seperti siaran keliling dan yang sejenis.

Reklame Film/slide/video adalah reklame yvang diselenggarakan dengan
menggunakan film, video atau bahan lain yang scjenis schagai alat yang
diproycksikan danjatau  diperagakan pada layar yang dipancarkan
melalui media elektronik.

Pajak Reklame vang selanjuinya discbut pajak adalah pajak atas
penyelenggaraan reklame

Hurat Pendafllaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disinghat
SPAORD adalsh sural vang digunakan oleh wajib retribusi untuk
melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagad  dasar
pcnghitung;l.n dan pembavaran petrbuah yvang enatang menurnat
peraturan perundang-undangan retribusi doerah.

SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan obch pejabat
dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SFTRD.

Burat Pemberitshuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang olech wajb pajak l:liHun:lk:ll'l ik mclnpﬂrkﬁn
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, cbiek pajak danfatau bukan
objek pajak, danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Badann  adalah  sekumpulan  orang  danfatan medal  merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan
usahm vang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, PeTRCTOMAN
lainnyva, badan usaha milik negarn | BUMN ), atsu badan usaha milile
daerah (BUMD| dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi.
koperasl, dana pensiun, persclutuan, perkumpulan, yayasen, orginisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnys, lembaga dan
bentuk bacdan lminnya termasuk kentrak investasi kolekiil dan bentuk
usaha tetap.

Instansi Pelavanan Penizinan adalah instansi dilingkungan Pemerintah
Kota Pekalongan vang tugas pokoknya menangani pelayanan perizinan.
Izin Reklame adalah izin vang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
orang pribadi atay badan untuk menvelenggarakan reklame.
Penvelengemraan reklame adalah scrangkaian kegintan dalam  rangka
melaksanakan kegiatan reklame yang melipati Pemungutan  Pajak,
pemberian izin, pemasangan maupun pengendalian.

Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pemasangan reklame fmenggunakan reklame.,

Space reklame adalah bagion atau muka reklame yang dimanfuatkan
funa tempat penyajinn gambar atau kata dan pesan penvelenggaraan
reklame,

Prasarana Kota adalah tenah, bangunan, bahu jalam, trotoar, median
jalan, taman dan f@silitas umum lainnya milik/dibawah penguasaan
Pemerintah Dacrah.

Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan vang dibatasi oleh
lebar, tinggi dan kedalaman tertentu vang ditetapkan oleh penyelenggara
jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepl jalan dan ambang
PENEamannya.

R'l.lt‘u'lg milik jalan adalah rusing manfmat jalan dan sejalur tanah terteniu
difusar manfaat jalan vang diperuntukkan bagi TLANE marlaat Jal,a_n.
pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa dawang serta
kebutuhan rusngan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh bebar,
kedalaman dan tinggi tertentu.

Pangrung reklame adalah sarana atau lempal pemasangan satu ata
beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi




vang estetis, baik dari segi kepentingan penvelenggara masyarakal vang
melihat maupun keserasiannya dengan pemanfmatan ruang kota beserta
lingkungan sckitarmys.

27, Peletakan reklame adalah  tempat tertentu dimana  titik  reklame
ditempatkan | ditempelkan

28, Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan/ditempelkon dan
ditempatkan.

29, Titik strategis reklame adalah ulkuran nilal yang ditetapkan pada titik
lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan
pemanfaatan tats ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang
usabha.

30, Dintas bangunan adalab  tik  reklame yang ditempatkan  diatas
bangunan/gedung.

31, Menempel pada bangunan/tembok adalah titik reklame yang menempel
menvatu pacds bangunan/tfembok baik menggunakan konstruksi maupun
tidak

32, Tinggi reklame adalah jarak antars ambang paling bawah bidang reklame
dan permukaan tannh rata-rata atau bidang atap dasar/plat beton dan
sejenisnya vang memenuhi kelavakan konstruksi tempat kedudukan
peletakan konstruksi reklame,

33, Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang
reklame dan permukaan tanah rate-rata atas bidang atap dasar) plat
Beton dan sejenisnya yvang menyentuh kelayakan reklame.

BaB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk
pelaksana Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Pemakainn Kekayaan Daerah sebagnimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pemakalan Kekayaan Dacrah serta sebagai pedoman kerja dalam
memberikan pelayanan pajak reklame dan retribusi Pemakalan Rekayaan
Daerah | titik strategis |, pelayanan izin reklame dan penertiban reklame.

Pausal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a. mengatur, mengendalikan dan menerbitkan izin penvelenpgearaan reklame
sesuni dengan  Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b, mengatur tatacara pemungutan  pajak  reklame  danfatau  reoribusd
p.cmnkflinn kekayvann daerah | vk :i[l.‘ul:l:giﬁ 1

¢, mengatur tatacarn penertiban reklame.

BAR 111
RETENTUAN PERIZINAN

Bagmn Kesalid
lzin Beklame

Pasal 4

1] Penyelenggara reklame wajib memiliki izin reklame
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[3)

l#in sebagnimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan oleh Walikata
melalul Instansi pelayanan perizinan.

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon
mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Instansi pelayanan
perizina.

Paszal 5

Kewajiban memperoleh izin schagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayas {1).
thdak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

a. melalui internet, televisi, radio, warta harinn, warta minggian, warla
bulanan dan sejenisnya;

b. hanya memuat pemilikanfperuntukan tanah dengan ketentuan luas
bidang reklame tidak melebihi 14 m2 (seperempat meter persegi) dan
diselenggarakan diatas tanah, bangunan vang bersanghutan;

¢, hanya memual nama atau pekerjpan omang/ badan dengan ketentuan
lups bidang reklame tidak melebihi | m2 (satu meter persegil dan
diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersanpgkutan;

d. hanya memuat nama lembaga yang bergerak di bidang pendidikan
dan keschatan dengan ketentuan luas bidang reklame tidak melebihi
2 m2 [dus meter persegi) kecuali yang mempunyai fungsi sosial dan
disclenppnrakan di atas tanah fbangunan Vang berssngkulan;

e. diselenggarakan pada scars-acara formal atau seremonial Pemerintah
Daerah, Pemerintah Provinai dan Pemerintah Pusat dengan ketentuan
wakia penvelen genran reklame tidak melebihi waki
penyelenggaraan acara-acara formal atau seremaonial dimaksud,

Bag: penyelenggaraan reklame schagmimana dimaksud pada ayat (1),
penyelengeara reklame wajib secars tertulis memberitahukan kepada
Walikota melalui instansi pelayanan perizinan paling lambat 7 (tugjuiky)
hari sebelum reklame diselenggarakan serta dalam penyelenggaraannya
harus tetap memenuhi persyaratan keindahan dan ketertiban.

Paszal &

Dalam menerbitkan izin reklame untuk jenis reklame megatron dan jenis

reklame papan/billboard minimal 8,5 M2 (delapan koma lima meter

persegi] diluar sarann [ prasarana yang disclenggarakan didalam dan

diluar sarana | prasarana, harus  mendapatkan  pertimbangan

rekomendast dari Tim Reklame.

Penvelenggaraan  reklame  yang tidak memerlukan  pertimbangan [

rekomendasi dari Tim Reklame adalah:

a. reklame permanen izin baru jenis cahaya atau pagan dalam ruangan
leriutLp;

b, reklame permanen jenis berjalan;

g, reklame insicdentl:

d. reklame papan /billboard dengan luasan maksimal 8 M2 [delapan
meter persegi)

Tim Reklame scbagaimana dimakswd paca ayvat (1) bx-r:mggmakan

&, unsur instansi pelayanan perizinan;

b, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dempgan objek
peTiEinan

Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditelapkan dengan

Keputusan Walikota




Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus dilengkap
p':rﬁ}'arutun:

a
b

mengisi dan melengkapi formulir permohenan;
mengisi SPTPD Pajak Reklame danfatau SPTRD Retribusi Pemakaian
Kekayaan Dacrah;

. foto copy kartu identitas Pemohon; dan

gambar/ foto/contoh reklame vang akan dipasang:

Pasal 8

Bagi reklame tetap) permanen vang  berkonsiruksi dan berukuman paling
sedikit 29 M2 jdua puluh empat meter persegi), wajib memiliki Bhn Mendirikan
Bangunan [IMB) dan wajib bersinar.

Baginn Ketiga
Jenis lzin Reklame

Pasal 9

Jenis objek perizinan reklame adalah sebagal berikut:

(5)

&)

I

reklame Permanch / (etap;
reklame Insidenul ;

. reklame Melekat;
. reklame Berjalan;

reklame Suara;
reklnme Fitm /slide /video,

* Bagian Keempat
Tata Cara Perizinan

Parngraf Kesatu
Reklams Permanen [ Tetap

Pasal 10

Permohonan  igin reklome  berupa reklame  bets
dilakukan peninjauan kokasi oleh Tim Reklame,

Hasil peninfauan lokasi dibuatkan berita acara.

lzin sebagaimana dimaksus pﬂdl‘.\ ayat (1), akan diproses dalam wakiu 5
{lima] hari kerjm, terhitung sejak tanggal permohonan wwin dinyatakan
lenghkap dan benar.

Permohonan izin schagnimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila
hasil peninjauan lokasi oleh Tim Reklame dianggap tdak memenuhi
persyaratin.

Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (4) diberikan
oleh Kepala instansi pelayanan perizinan dengan alasan yang dapat
dipertanggungjavwabkan.

Penvelengoaraan  reklame dikenakan Pajak  Reklame sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan reklame yang menggunakan prasarana kowa dikenakan
retribusi sewa laban titk strategis reklame sesual dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

| pErmanen akan
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lzin reklame diberikan setelah Pajak Reklame dan/atau Retribusi titik
strategis reklame dibayar unas dan akan diberikan stiker lunas pajak
dan izin pemasangan reklame dengan masa/wakiu tertentu  Sesual
dengan jenis reklame.

lzin Reklame permanen/ietap berlaku selama 1 [satu] tabun dan dapat
diperpanjang

Paragral Kedua
Selain Reklame Permanen [ Tetap

Paszal 11

Permohonan izin reklame berupa reklame insidentil, melekat, berjalan,
suara, flm/slide/video akan dilakukan peninjauan lokasi olch Tim
Reklame

Izin Reklame selain reklame permanen /tetap akan diproses dalam wakiu
paling lama 2 jdua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan iin
dinyatakan lengkap dan benar.

Jangka wakiu win reklame selain reklame permanen;/tetap paling lama 3
{tiga) bulan.

Bagian Kelima
Perpanjangan lzin

Pasal 12

Permohonan perpanjangan izin reklame diajukan secam teriulis kepacda
Waliketa melalui instansi pelayanan perizinan dengan melampirkan izin
reklame sebelumnya.

Permohonan schagaimana dimaksud pada avar (1) diajukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir,

Perpanjargan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula
terhadap Reklame permanen/tetap yang sudah berakhir masa berlaki
iginnva, materi reklame sudah tidak ada atou kosong dan konstruksi
reklame masih berdin.

Pemberitahuan masa berakhirnyva izin reklame kepada penyvelemggara
reklame akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa
izin berakhir oleh instansi pelayanan perizinan.

Bagan kecnam
Pembatalan dan Pencabutan lzin

Pasal 13

lzin Reklame dapat dibatalkan / dicabut apabila:

A terdapat perubahan kebifakan Pemerintah Daerah;

b, dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak surat pemberitahuan izin
disetujui, pekerjann penyvelenggaraan relilame belum diselesaikan;

¢ reklame wang terpasang  ternyala Udak sesuai dengan  sumat
permohonan atau berientangan dengan norma hukum dan/atau
NI il.g-LH'lil.

d. pemasangan titik reklame tidak sesuai dengan sural izin reklame;

c. pemegang izin reklame tidak melakukan perswatan/pemeliharaan
atas konstruksi dan reklame yang dipasang, schingea mengeanggu K3
{ Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan J;

[, pemegang izin reklame tdak memenuhi ketentuan yang tercantum
dalam perizinan,
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Pembatalan | pencabutan lzin Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahului dengan peringatan secara teriulis dan instansi
pelayanan perizinan kepada pemohon dan/atau penyelenggara reklame
paling baryak 3 (tiga) kali dengan janghka waktu masing-masing paling
Inma 7 {pujuh] hart,

BAaB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN REKLAME

Baginn Kesatu
Penempatan [ Pemasangan Reklame

Pasal 14

Seliap pencmpatan atay pemasangan reklame  harus memperhatikan
catetikn, keserasian bangunan dan lingkungan.

Pemerintah Daerah dalam rangks menunjang keindahan kota, keamanan
dan keselamatan masvarabat, berwenang mengendalikan dan menata
reklame serta mengatur setiap penyvelenggaraan atau peletakan reklame
dalam suatu komposisi yang tertib dan mpi pada titik lokasi, panggung
reklame atau sarana lain.

Fembangunan panggung reklame dilakukan Pemerintah Daerah atau
dapar dilakukan penyelenggara reklame.

Dalam hal terdapat kendala teknis, pemasangan reklame bisa digeser
sepanjang tidok bertentangan dengan batas teknis.

Pergeseran  schagaimana dimaksud pada ayat (4] hars mencipat
persetujuan instansi pelayanan perizinan, yang dituangkan dalam Berita
Acara,

Bagian Kedua
Penvelenggaraan reklame pada sarana/ prasarana kota

Pasgal 15

Penyelenggaman reklame pada sarana/prasarana kota hams memenuihi

ketentuan schagai berikut:

a tidak menuup/mengganggu  terhadap  pandangan perlintasan
sehidang dan rambu-rambu lalu lintas;

b. tidak mengganggu lungsi atau merusak sarana dan prasamana kota
werta tidak mengganggu pemeliharaannyi,

¢. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau ruang
manfaat jalan

Penyelenggaraan reklame di trowcar harus memenuhi ketentuan:

a. dinmeter tang reklame paling besar 10 % [sepuluh persen] dari lebar
trotoar dan/atau tidak mengganggu fungsi LAOU0Ar;

b. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi |pile cap) harus terletak pada
sisi trotoar yang berbatasan/berdekatan dengan persil;

c. titik pondasi/sepatu kaki konstruksi [pile cap) tdak menganggu
fumgsi ruang manfat jalan;

d. titik poncdasifsepaiu kaki konstruksi (pile capl dan bidang relklame
tidak mengganggamerusak jaringan utilitas baik yang berada di
bawah (dalam tanah] maupun diatas;

e, ketinggian/elevasi dari pondasifsepatu kaki konstruksi (pile cag)
harus rata dengan permukaan trotoar,

{ bidang reklame yang tidak melebihi sisl irotoar bagian luar, yang




berbatasan dengan ruang manfaatl jalan, dan tinggi bidang reklame
paling sedikit 3 M tiga meter);

g mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame
masuk kedalam/ distas persil.

13 Penvelenpearaan reklame di median jalan atau jalur hijau atao pulau
_|.|j-.-|',.|, konstruksi tiang reklame dilarang melebihi median atau pulau

j 1 vang bersangkutan dengan ketinggian bidang reklame paling rendah

B jenam] meter dart permukaan jalan dengan jarak antama konstruksi

reklame paling sedikit 150 (seratus lima puluh) meter

4} Peny ggaraan reklame dengan bidang reklame schagian diatas trotoar
dan tas ruang manfaat jalan, ketinggian paling rendah & jenam) meter
dari permukaan jalan

(50 Reklame yang diselenggarakan di bando jalan, jemba
Penyeberangan Orang (JPO) heas bidang reklame p
[tujuh puluh dua meter persegip

6] Jarmk antar bande jalan atau antara Jembatan Penveberangan Orang
WP dan bando jalan dalam sata ruas jalan paling sedikit 300 m (lima
matus meter)

[Tl Re ,_I._'rm-g' vang disclenpgarakan pada Jembatan Penyveberangan Oramg
PO, ketak bidang reklame bawah dengan ketingginn 1,5 M [satu koma
lima meter) di atas lantal Jembatan Penyeberangan Orang LJPOY)

(8] Pengelolaann penyelenggaraan reklame yang dipasang pada bando §
jemba Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dituangkan o
perjanjian kerjnsamn

9 Perjanjinn kerasama scbagaimana dimaksud peda ayat (8) dilaksanakan
dalam janghka waktu paling lama 5 [(lima) tahun dan dapat diperpanjang.

. ataa Jembatan
afing besar T2 M2

Bagian Kelighi
Penvelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana

Pasal 16

Penyelenpggaraan reklame di’ luar sarana dan prasarana harmas memenuhi

ketentuan sebagal berikuat:

wil persetujusn tertulis doari pemilik;

b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap
bampgunan;

¢. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh
melebibi 0% (znam puluh persen) dan lebar sisi halaman empat reklame
tersebut diselengparakan.

Bagian Kecmpat
Penvelenggarann rekinme permanen/ tetap

Paszal 17

Penvelengg:

berikut:

o, konstruksi reklame dapat dipertangpungjawabkan menurut  persyaratan
teknis sesuai ketentuan vang berlaku;

b. lampu reklame yang dipasang diarahban kebidang reklame sehingga tidak
menyilaukan pandangan pemakai jalan;

c. instalasi listrik yang dipasang harus memenuhi persyaratan  teknis
schingga tidak membahayakan keselamatan wmam.

d. harus sesual dengan ukuran, bahan, 15 matert, gambar dan lokas: vang
tertera dalam surat zn.

an reklome permanen | tetap harus memenuhi Ketentuan sebagad
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Nilai Sewa Reklame [NSR] yang dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan penjumnlahan antara Nilai Harga Dasar  Penghitungan
Pemasangan dengan Nilai Strategs.

Milai Harga Dasar Penghitungan Pemasangan sebagaimana dimaksud
pada avat (2] dihitung berdasarkan hasil perkalian antara jenis reklame,
bahan yang digunakan, kelas jalan, skor nilai strategis, jumlah dan
ukuran media peklame, jangka waktu penyelenggarnan dan harga satuan
pemasangan reklame.

Milai Strategis yang dimaksud pada ayat (2} dihitung dengan
memperhatikan  faktor ukuran media reklame, kelas jalan,  biaya
pcmhmltnn dan pcrn-:lihnmnn.

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 23 % (dua puluh lima persen).

Bagian Kedua
Tata Cara Pengistan SFTPD Pajak Reklamas

Puazal 36

Setiap Wajib Prjak wajib melaporkan reklame yang akan dipasang dengan
menggunakan formulic SPTPD vang telah disedinkan dan diisi dengan
benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.

Penvampainn SPTPD schagaimana dimaksud pada ayat (i) dilakukan
paling lambat 10 {sepulub} har kalender setelah berakhir masa pajak.
Apabila batas waktu penyampaian S8PTPD jatuh pada hari libur, maka
hatas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada har kerja berikutnya.
Penvampaian SPTPD schagaimans dimaksod pada ayat (2] disertad
dengan keberangar transaksi,

SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh
wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak disertai
keterangan lransaksl schagaimana dimaksud pada ayan (9]

Pasal 27

Walikota atau Pejabat vang ditunjuk, dapat memperpanjang jangka wakiu
penyampaian SPTPD paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir masa pajak
berdasarkan permohonan wajib pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SFTPD pada akhir bulan sebagaimana
dimaksud pada syat (1) jatuh pada hari lbur, maka batas wakiu
penvampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berkutnva,

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secarn
tertulis kepada Walikota atau Pejabat vang ditunjuk, paling lambat
sebelum berakhimya batas wakiu penyampaian SPTPD.

Pasal 28

Wajib Pajak vang menyampaikan SPTPD setelah jangka waktu scbagaimana
ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) dan tidak mengajukan permohonan
perpanjangan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

n

Pasal 29

Wajih Pajak atau Penanggung Pajuk dengan kemauan sendin dapat
membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan
surat pernyvataan tertulis kepadas Walikota atau Pejabat yvang ditunjuk,
dalam jangka wakiu paling lama 2 [dua) bulan sesudah berakhirnya masa
pajak, sepanjang Instansi yang berwenang belum melakukan tindakan
pemeTiksiann.
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Dalam hal Wajibh Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri
SPTPD schagnimana dimaksud pada ayat (1), vang mengakibatkan
hutang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi
administrasi berupa denda scbesar 2 % | dua persen ) per bulan atas
jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya
penvampaian  SPTPD  sampai dengan tanggal pembayaran  karena
pembetulan SFTPD.

Bagian Ketign
Tata Carn Pembayaran Pajak Reklame

Pasal 30

Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak vang terutang
paling lama 30 (tign puluh] har kerja saal lerutangnya pajak

SKPD, STPD, Heputusan Pembetulan, Keputusan Pengurangan,
Eeputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah
pajuk yang harus dibayar bertambah atau berkurang mempakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka wakt paling lama 30
[tiga puluh) hari sejuk SKPD diterima.

Pembayaran Pajak dilakukan melalui loket pembayaran Dinas pada hari
kerja dan selambat-lambatnya dalam wakia 1 X 24 jam harus disetorkan
ke Kas Dacrah.

Bagian Keempat
Pengurangan Ketetapan dan Pembebasan Pajak Reklame

Pasal 31

Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan  permohonan

pengurangan ketetapan dan pembebasan pagak.

Walikota atau Pejahat yang ditunjuk berdasarkan permohonan wagib

pajak dapat memberikan pengurangan ketetapan atau pembebasan pajak

dengan alasan antara laim !

a. terjach susaty bencana,

b, usaha mengentnskan kemiskinan;

c. usaha peningkatan perckonomian masyarakat;

Wajibs Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan atau

pembebasan  pajak yang terdiri atas pokok pajak danfatau sanksi

sdministrasi yang berupa kenaikan bunga, selambat - lambatnya 3 (Liga)
bulan sejnk ketetapan diterima.

Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan atau pembehasan pajak

selnin alasan schagaimana dimaksud pada ayat [2) harus dilampin

syaral-syarat dan alasan-alasan vang dapat dipertanggungiawabkan,
amtara Lxin :

a. keterlambatan  mendallar  oleh  wapb  pajak  tdak  ada unsur
kesengajaan;

b. wajib pajak kurang memahami tentang ketentuan perundangan yang
berlako;

c. apabila pengajuan keberatan menyvangkut pokok pajak maka alasan

vang dikermnukakon harus benar = benar masional dan mendasar;

alasan lain yang dapat dipenanggung jawabkan;

e. apabila Informasi data yang diberikan oleh wajib pajak  masih
diragukan kebenarannya, maka Kepala Dinas bersama mstansi terksit
melakukan pemeriksaan Gsik maupun administrasi dan  hasilnys
dibuat Berita Acara Pemeriksan.

n
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Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 32

Terhadap pembayaran Pajak reklame yang terutang dengan cara official
assesment atas perintah Kepala Dinas dapat dilakukan pemeriksaan
terhadap ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Perintah pemerikaann didasarkan pada :

a. hasil pemantauan terhadap Obvek Pajak maupun Wajib Pajuk vang
bersangkutan;

b, adanyn laporan dan pahak ketiga;

c. permintaan dari Wajib Pajak atas kelebibhan pembayaran pajak vang
terutang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang diperiksa wajib :

. memperlihatkan dan/atou meminfamban buku atau catatan, dokumen
vang menjadi dasarnva dan dokumen lain yang berhubungan dengan
Obyek Pajak vang terutang:

b. memberikan kesempatan pada petugas untuk memasuki tempal atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan;

¢, memberikan keterangan lain yvang diperiukan.

Dalam hal Pejabat/Petugas vang ditunjuk melakukan pemeriksaan tidak

melakukan kewajiban untuk menagih dan atau memungut pajak yang

terutang  dikenakan sanksi sesuai  dengan  peraturan perundang
undangan vang berlaku.

Wajib Pajak wvang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud

pﬂd.;g ayat (3] maka pajak yang terutang ditetapkan secara Jabatan dan

ditambah sanksl administratif berupa denda sebesar 2 {dua) kali jumlah
pajak yang terulang.

Ketika diperlukan keterangan atau bukti dar |.'||.h4|.l|! lain, maka pihak lain

wajib memberikan ketefangan atau seluruh bukti yang diminta obeh

pelugas pemeriksa.

Pihak lain adalah Bank Pemerintah atau Bank Swasta, maks pemberian

keterangan atau bukti yvang diperlukan harus mendapat izin terlebih

dahubu dari pejabat yang berwenang.

Hasil Pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala

Dinas untuk proses penyelesaian [ Penetapan Pajak yang terulang.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak terdapat

kelebihan pembayaran pajak yang terutang, maka jumlah kelebihan

tersehut diperhitungkan sebagai pembayaran dirmuka atas jumlah Pajak

Reklame vang terutang pada masa berikotny.

Apabila crang pribadi atau badan usaha sebagni wajib pajak mengakhir

atau tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya, maka jumlah kelebihan

pembayaran pajak harus dikembalikan kepada wajib pajak sclambat
lambatnva | (satu] bulan sejnk  dikeluarkan ketetapan  kelebihan
pembayaran.

BAB X1
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 33
Dalarm menjaga ketertiban, kelestarian dan  keindahan  lingkungan

wilayah daerah, bangunan reklame vang telah dipasang wajib dilakukan
pemeliharaan dan perawatan secara berkala oleh penyelenggara reklame,




(3 Terhadap reklame yang rusak yang belum berakhbir masa berlakunya dan
mengganggy  keindahan kota harus  diperbaiki oleh  penyelenggara
reklame,

BAB X
PENERTIBAN REKLAME

Pasal 34

{1} Penertiban reklame dilakukan terhadap sctiap penyelenggaraan reklame

'.1'|!I¢l.|'l=|<'l!

FR tanpa izin;

b, telah berakhir masa ginnya dan tidak diperpanjang sesua kelerlLLan
vang berlaku;

c.  tanpa stiker bukti izin dan/atau stiker pelunasan pajak;

d. tidak mematuhi | memenuhi kewajiban yang sudah ditentukan
berdasarkan praturan pd"rl-lﬁtlil-l'lﬁ undangan;

[ terdapal  perubahan  jenis, ukuran, kelinggan dan konstruksi,
sehinggn tidak sesuai lagi dengan izin vang telah ditetaplkan;

[  pencmpatan tidak sesuai dengan yang telsh ditetapkan,

%] Dalam hal penyelenggara  reklame  tidak  memenuhi  kelentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame
wajit membongkar reklame beserta kelengkapannya dalam batas wa ktu 7
{ tuyuh § hari

{3 Penertibann Reklame dilakukan cleh Tim yang terdiri dan unsur Safuan
Kerjan Perangkat Dacrah / Instansi terkait vang ditetapkan  dengan
Keputusan Walikora.

BaB X111
PENUTUPAN DAN PEMBONGRARAN REKLAME

Pasal 35

Walikota melalui Satvan Kerja Perangkat Dacrah [ SKPD ) terkait berwenang:

a.  melakukan pembongkaran techadap media reklame yang tidak berizin;

b, melakukan penutupanpembongkaran terhadap media reklame  vang
telah habis masa |zinnya danfatau masih dalam proses perpanjangan
Zm

Pasal 6

{1} Setiap orang atau badan vang menyvelenggarakan reklame, pada saat
jangka wakiu pemasangan sudah berakhir wajib membonghkar sendiri
reklame vang telah dipasang

[2] Apabila scielah jangka waktu pemasangan reklame sudah berakhir dan
pemilik reklame belum  dan/atau  tdak membongkar  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) maka Walikota melalui Satuan Kena Perangkat
Daernh terkait berwenang membongkar konstruksi reklame dan bahan
bongkaran tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

3] HKonstruksi reklame vang dinyatakan menjadi milik Pemerintah Daerah
dan tidak dibongkar dapal disewakan kr|:-ad<1 penyelenggara reklame lain
dengan dikemakan hiaya sewa sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(4} Apabila konsteuksi reklame dibongkar, hasil bongkarannya setelah
dilelang untuk disetorkan ke Kas Dacrah masuk rekening pendapatan
lain-bain
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